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A. DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH 

Mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik ini, akan mengeksplorasi 

tentang kajian birokrasi dengan pendekatan, pelayanan publik berkaitan 

secara langsung dalam praktik birokrasi untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat, sekaligus mempelajari tentang struktur– fungsi dan tata kelola 

pemerintah secara Administratif. 

 

B. RELEVANSI MATA KULIAH 

Matakuliah ini menjadi fokus utama dari mahasiswa Ilmu Administrasi 

Negara baik secara teoritis dan praktik. Melihat bagaimana Birokrasi sejauh 

ini berperan dalam negara, bagaimana isu-isu terkait dengan Birokrasi, 

mengkaji bagaimana para ahli memberikan makna terkait dengan Birokrasi 

(berkaitan dengan teori besar Birokrasi dan pelayanan Publik) dan kemudian 

lebih detail kelas ini akan melihat Konsep Birokrasi di wilayah terdekat 

(Pemerintah Lokal Daerah) dengan mahasiswa melalui Projek Mini Riset di 

akhir sesi perkuliahan. 

 

C. PROJECT BASED LEARNING 

Metode pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain (1) Diskusi, dengan 

tujuan untuk membentuk mental dan pikiran serta tukar menukar pendapat. 

Selain itu, diskusi akan lebih komunikatif, mampu menjelaskan hal-hal yang 

masih semu, dan mampu mengungkap tingkat keaktifan setiap mahasiswa (2) 

Materi, Artikel/paper, Video Dokumenter terkait dengan Birokrasi dan 

Governansi Publik (3) Project Mini riset; dengan tujuan mendekatkan 

mahasiswa dengan Instansi Birokrasi secara praktik dan teori. 

 

  

TINJAUAN MATA KULIAH 



 

 

 

 

 

KINERJA DAN PERILAKU BIROKRASI 

 
A. PENGANTAR 

Pembangunan Nasional di Indonesia berkembang mengalami pergeseran 

dari sistem otoriter ke sistem demokrasi, pergeseran terjadi dimulai pada 

pasca reformasi birokrasi dan kemudian disertai dengan perkembangan dan 

pertumbuhan masyarakat yang secara dinamis disertai dengan peningkatan 

taraf hidup, tingkat pendidikan, ditambah dengan berkembangnya kemajuan 

pada bidang informasi dan teknologi, menjadi meningkatnya tingkat 

kesadaran demokrasi dan proses empowering dalam lingkungan masyarakat. 

Fenomena ini berdampak pada kinerja penyelenggaraan pemerintah yang 

semakin menarik perhatian masyarakat, terutama pada aspek transparansi, 

akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Dalam konteks ini, penerapan prinsip 

good governance dalam pengelolaan pemerintah menjadi suatu tuntutan, 

masyarakat mulai banyak menyuarakan kritik ataupun aspirasi dalam 

memonitoring dan mengevaluasi proses penyelenggaraan pelayanan publik 

dari instansi pemerintahan. Dari sisi kinerja pegawai birokrasi, dalam 

pengukuran keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah untuk 

menjalankan tugas pokok dan fungsi sulit dilakukan secara obyektif, 

disebabkan oleh karena belum diterapkan sistem pengukuran kinerja yang 

secara ideal diterapkan, dengan tujuan menginformasikan tingkat 

keberhasilan pelaksanaan program-program dalam suatu instansi pemerintah 

secara obyektif dan terukur. 
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4. Fasilitas Kerja 

Faktor pengaruh yang terakhir dalam perilaku birokrasi adalah fasilitas 

kerja. Fasilitas kerja yang dimaksud salah satunya adalah asuransi Kesehatan 

dan jaminan hari tua/tunjangan kesejahteraan, hal ini membentuk cara 

pandang pegawai bahwa organisasi/birokrasi terlindungi dari sisi aspek 

Kesehatan dan Kesejahteraan, sehingga terbentuknya motivasi dan loyalitas 

kinerja pegawai.  
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DINAMIKA REFORMASI  

BIROKRASI DI INDONESIA 

 
A. BIROKRASI ERA REFORMASI DI INDONESIA 

Kajian terdahulu Riswanda (1998) memberikan makna tentang reformasi 

secara etimologi dan semantik, yang bermakna “reformation is about make or 

become better by removing or putting right what is bad or wrong”. Jika 

ditelaah secara harfiah reformasi memiliki makna, suatu gerakan untuk 

memformat ulang, menata ulang kembali, hal-hal yang menyimpang dan 

tidak ideal atau tidak sesuai, dikembalikan pada format semula dengan 

menambahkan nilai- nilai ideal sesuai dengan tujuan dan kebutuhan warga 

Negara. Gerakan reformasi politik tahun 1998, yang kemudian diikuti lahirnya 

Undang-Undang No.22 Tahun 1999, tentang Otonomi dan Undang-Undang 

No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah, telah membawa perubahan sistem administrasi negara dari 

model sentralistik ke model desentralistik. Kedua undang-undang tersebut 

telah membawa pada perubahan peranan yang harus dimainkan baik oleh 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebelum berlakunya undang – 

undang tentang otonomi daerah peranan pemerintah pusat sangat besar 

dalam segala sektor pembangunan. Pemerintah pusat memegang kendali 

atas penyelenggaraan administrasi dan manajemen pembangunan di daerah. 

Namun, dengan berlakunya otonomi daerah, peranan pemerintah pusat 

semakin berkurang, karena saat ini pemerintah pusat hanya memegang 
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KEMITRAAN BIROKRASI  

DALAM PELAYANAN PUBLIK 

 
A. PENGANTAR 

Optimalisasi pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi 

pemerintahan, dihadapkan pada tuntutan masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan publik yang berkualitas, berprosedur yang jelas, dan jangka waktu 

pelayanan yang efisien. Tuntutan pelayanan publik menjadi berkembang dan 

terus berupaya melakukan inovasi seiring dengan keterbukaan informasi dan 

perkembangan teknologi, serta kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan 

bernegara secara demokratik, memiliki hak untuk mendapat pelayanan 

pemerintah yang berkualitas. Perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang 

era reformasi ternyata belum sepenuhnya mengubah tatanan kehidupan 

masyarakat pada bidang pelayanan publik (Larasati, 2008). Optimalisasi 

pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan dari waktu ke 

waktu masih dihadapkan permasalahan dan tantangan-tantangan tertentu, 

dan tidak mudah untuk mencapai kategori pelayanan yang optimal, atau yang 

ideal. Sehingga, keterlibatan swasta (private sector) dan masyarakat sipil 

sangat diharapkan untuk melengkapi pemerintah dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan publik yang mendekati optimal dan ideal. 

Keterlibatan swasta (private sector) dan masyarakat sipil dalam 

optimalisasi pelayanan publik dinilai akan mendukung dalam pencapaian 

tujuan besar yaitu Good Governance, dalam konsep Good Governance 
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menerapkan good governance, bukan hanya berupa masalah perbaikan 

kondisi dan komitmen birokrasi dan administrasi publik saja, tetapi juga 

perbaikan kondisi dan komitmen dunia usaha dan masyarakat yang memiliki 

berbagai macam kelompok sosial dengan kondisi dan kepentingan yang 

berbeda. Ketiga unsur tersebut, yaitu pemerintah, dunia usaha dan 

masyarakat harus secara bersama-sama dalam mengadakan hubungan 

kemitraan berupaya mewujudkan terlaksananya good governance (tata 

Kelola pemerintahan yang baik). 

Penyediaan pelayanan sosial dasar yang bermutu oleh lembaga-lembaga 

yang kompeten, bertanggung jawab dan akuntabel, sering dipandang sebagai 

perwujudan dari tata pemerintahan yang baik. Dalam tata kelola 

pemerintahan, mutu pelayanan mencerminkan titik temu antara permintaan 

dan penawaran serta menjadi faktor penentu peningkatan standar dan 

kualitas hidup. Konsep kemitraan menjadi penting untuk didiskusikan, karena 

adanya kesadaran bahwa persoalan-persoalan pembangunan tidak dapat lagi 

dilihat hanya dari kepentingan dan tanggung jawab satu kelompok saja. 

Pembangunan telah menjadi kesadaran baru sebagai ‘kerja patungan’ dan 
bukan sebagai ‘single fighter’ dari pemerintah saja. Pemerintah tidak mungkin 

lagi mengerjakan semua urusan karena keterbatasan dana dan sumber daya 

manusia, sehingga kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain harus 

dilakukan agar kualitas pelayanan publik tetap dapat dipenuhi sesuai dengan 

tuntutan masyarakat. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh 

pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik 

sementara tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin 

meningkat. Sebagai suatu konsep, kemitraan pemerintah-dunia usaha-

masyarakat diprediksi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik 

(Fatmawati, 2011). 

 

D. REFERENSI 

Eisler, R & Montuori, A. 2001. The Partnership Organization: A System 

Approach. O.D. Practitioner, Vol.33, No. 2. 

http://www.bepress.com/article (download 2023, 30 Agustus) 

Fatmawati, 2011. Kemitraan dalam Pelayanan Publik; Sebuah Kajian 

Penjelajahan Teoritik. 

http://www.bepress.com/article


 

Kemitraan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik | 33 

Hodgett, S., & Johnson, D. 2001. Troubles, Partnership and Possibilities: a 

Study of Marketing Belfast Work Development Initiative in Nethern 

Ireland. Journal Public Administrations & Development: Oct 2001:21, 

4:ABI/INFOM Research. Pg 321-332 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2010. Kerjasama 

Pemerintah dan Swasta (KSP) Panduan Bagi Investor dalam Investasi di 

Bidang Infrastruktur. Jakarta; Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian 

Larasati, Endang. 2008. Reformasi Pelayanan Publik (Public Services Reform) 

dan Partisipasi Publik. “Dialogue” JIAKP, Vol 5, No.2, Mei 2008: 254-267 

Makassar; Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. I No. 2. Oktober 2011. 

Peraturan Pemerintah Indonesia, 1997. Kemitraan Presiden Republik 

Indonesia No. 44 tahun 1997 Pasal 1 ayat (1). Jakarta; Sekretariat 

Negara 

Peraturan Presiden Indonesia, 2006. Perubahan Peraturan Presiden No. 36 

Tahun 2005 ke dalam Pengadaan Tanah dan Pelaksanaan 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum Peraturan Presiden Indonesia 

No.65 Tahun 2006. Jakarta; Sekretariat Negara 

Siregar, Doli D., 2004. Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep 

Pembangunan Berkelanjutan secara nasional dalam konteks kepala 

daerah sebagai CEO pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta; 

PT Gramedia Pustaka Utama 

Suhartono. Ehrmann. 2005. Model-model Public Private Partnership pada 

Sektor Pelayanan Air Bersih. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Volume 5 No. 

1 Pebruari 2005: 72-81. 

Thoha, Miftah. 2005. Birokrasi Politik di Indonesia, Jakarta: Raja Gravindo 

Persada 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PARADIGMA GOVERNANCE;  

ANALISIS PERAN PEMANGKU KEBIJAKAN 

 
A. PENGANTAR 

Paradigma Governance dalam kajian Birokrasi dan Governansi publik 

pada mata kuliah ini diawali dengan mengkaji permasalahan-permasalahan 

besar di Indonesia. Permasalahan Negara Indonesia yang belum berhasil 

diatasi menurut kajian Katadata Media Network adalah; 1) Pengangguran, 2) 

Harga Bahan Pokok Tinggi/Mahal, 3) Covid-19, 4) Kemiskinan, 5) 

Infrastruktur dan Pembangunan, 6) Korupsi, 7) Pendidikan, 8) 

Perekonomian, 9) Kesejahteraan rakyat. 10) Bencana Alam (Annur, 2022). 

Berbagai permasalahan yang telah dinarasikan sebelumnya akan mengarah 

pada analisis keterlibatan aktor-aktor penting didalam penyelesaiannya, 

mulai dari Pemangku Kebijakan dalam lingkup Negara hingga dalam lingkup 

Daerah, Organisasi Masyarakat, Masyarakat Adat, Tokoh Agama dan berbagai 

keterlibatan aktor lainnya yang berkaitan dengan permasalahan-

permasalahan tertentu. Selain keterlibatan aktor pemilik wewenang, 

masyarakat memiliki peran yang penting untuk terlibat dalam penyelesaian 

masalah dari lingkup daerah hingga Negara, dan hal ini relevan dengan 

prinsip-prinsip Good Government dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
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Pernyataan wawancara dapat menganalisis bawah peran pemerintah 

Kota Palangka Raya telah berjalan dengan baik. Walaupun lumayan banyak 

proyek pembangunan yang masih tertunda dalam proses pekerjaannya tetapi 

sudah banyak membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar, seperti hal 

tersebut terlihat dari banyaknya perubahan kemajuan yang di rasakan 

masyarakat dengan pembangunan jalan dan juga dapat terlihat bahwa 

Infrastruktur jalan yang baik sangat mempengaruhi mobilitas sosial dan 

ekonomi masyarakat. Dalam hal ini infrastruktur jalan memiliki pengaruh 

yang sangat besar terhadap ekonomi, karena dapat kita lihat dari perubahan 

– perubahan yang terjadi pada manfaat ekonomi yang secara langsung 

dipengaruhi oleh perubahan infrastruktur jalan 

Keterlibatan Dinas PUPR, sektor privat dan kebutuhan masyarakat 

menghasilkan berbagai macam perencanaan dan kebijakan, yang 

berkontribusi dalam pembangunan jalan di Kota Palangka Raya khususnya di 

jalan Yos Sudarso dengan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP), sehingga proyek multiyears yang sedang di proses dapat berjalan 

dengan baik, walaupun ada beberapa hambatan yang terjadi yang membuat 

ada beberapa proyek yang tertunda dan akan di lanjutkan hingga selesai di 

2022 mendatang. Dengan adanya Perkembangan jalan di Yos Sudarso 

mengalami perubahan yang sangat pesat dan infrastruktur yang sudah di 

sediakan pun tidak menyia-nyiakan hasil, sehingga banyak masyarakat 

menjadi terbantu dalam mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat. 
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KONSEP COLLABORATIVE  

GOVERNANCE; RELASI GOVERNMENT, 

SEKTOR PRIVAT DAN CIVIL SOCIETY 

 
A. PENGANTAR 

Proses collaborative governance adalah kontribusi pemerintah, swasta, 

masyarakat sipil yang membuat kesepakatan bersama, keputusan bersama, 

pencapaian consensus melalui interaksi formal dan informal sesuai dengan 

peraturan dan norma dalam interaksi yang saling menguntungkan. Proses 

kolaborasi meliputi beberapa komponen yaitu 1) dinamika kolaborasi; 2) 

Tindakan-tindakan kolaborasi; dan 3) dampak sementara serta adaptasi 

sementara dari proses kolaborasi (Puspitaningtyas, 2020). Dinamika 

kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2008), Thomson dan Perry (2006), 

Emerson (2013) melihat bahwa dinamika proses kolaborasi sebagai siklus 

interaksi yang bagus. Komponen interaksi kolaborasi itu antara lain 

penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk 

melakukan tindakan bersama. Tindakan-tindakan kolaborasi dilatarbelakangi 

oleh pemikiran mengenai sulit tercapainya tujuan jika hanya satu kelompok 

atau organisasi yang bertindak sendiri (Agranoff & Mc Guire, 2003). Dampak 

sementara serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi merupakan 

dampak yang tidak diharapkan seperti kendala-kendala dalam pelaksanaan 

kolaborasi. Dampak tersebut diharapkan dapat menghasilkan umpan balik, 
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